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Kieh Lamang Tapai
Komunikasi Simbolik
di Minang

Sebagai entitas yang
menganut matrilineal,
kedudukan perempuan
di Minang sangat
terhormat.

Local Wisdom, Hlm 14

Rp2.900/eks

(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan

(di luar P.Jawa + ongkos kirim)
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Jimly Asshiddigie dan Melli Darsa
tidak diloloskan karena hanya mau
menjadi Ketua KPK, tidak yang lain.

Mario Aristo

ANITIA Seleksi Calon

Pimpinan Komisi

Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) akhirnya
memilih Busyro Muqoddas
dan Bambang Widjojanto untuk
disodorkan ke DPR. Kedua-
nya mengandaskan lima nama
lainnya, termasuk nama besar
Jimly Asshiddigie.

Kini, bola ada di tangan Ko-
misi III DPR. Seusai Lebaran
nanti, mereka bakal menggelar
uji kelayakan dan kepatutan
untuk memilih Busyro atau
Bambang.

Jika ditilik dari hubungan pa-
ra calon tersebut dengan DPR,
peluang Busyro untuk lolos
lebih besar. Itu karena mantan
dosen Universitas Islam Indo-
nesia tersebut memiliki peng-
alaman dipilih menjadi Ketua
Komisi Yudisial oleh dewan.

Itu membuktikan bahwa ak-
septabilitas partai di Senayan
terhadap Busyro besar. Adapun
Bambang Widjojanto selama ini
belum pernah menjadi nomine

pimpinan lembaga yang harus
diuji oleh DPR. Bahkan, Bam-
bang cenderung bersuara kritis
terhadap partai.

Nama Busyro juga pernah
disebut oleh anggota Komisi
III dari Fraksi Partai Demokrat
Ruhut Sitompul sebagai orang
yang pas untuk memimpin
KPK.

“Saya menjagokan Busyro
dan Melli Darsa lolos,” kata
Ruhut, beberapa waktu lalu.

Ketua F-PAN Tjatur Sapto
Edy juga berpendapat Busyro
sosok yang relatif bersih dan
mempunyai tekad kuat mere-
formasi peradilan. “Keduanya
punya track record panjang da-
lam upaya pemberantasan ko-
rupsi,” ujar Tjatur, kemarin.

Demokrat dan PAN, bersama
Golkar, PKS, PKB, dan PPP me-
rupakan partai yang tergabung
dalam Sekretariat Bersama. Di
Komisi III sekber mendominasi
suara dengan jumlah anggota
39 orang dari total anggota Ko-
misi IIT 53 orang.

Hanya 14 anggota Komisi III
yang berasal dari nonsekber,
yakni dari F-PDIP, Gerindra,

JUJUR BERSUARA

Muhammad
Busyro
Muqgoddas

Yogyakarta, 17 Juli 1952 Lahir Jakarta, 18 Oktober 1959

Doktor lImu Hukum — Fakultas Hukum
Fakultas Hukum | #=lale[le[1IE130  Universitas Jayabaya
Universitas Islam Indonesia 1984
Yogyakarta, 2010
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Widjojanto

Pengalaman

1983 <«

Direktur Lembaga
Konsultasi dan Bantuan

» 1986-1993

Bergabung dengan
Lembaga Bantuan Hukum

Hukum Fakultas Hukum (LBH) Jakarta dan
Universitas Islam Indonesia. Jayapura.
1986-1988 4 p» 1995-2000
Pembantu Dekan Il Dewan Pengurus YLBHI
Fakultas Hukum Universitas .
Pendiri

Islam Indonesia (Ull).

» Konsorsium Reformasi

1999 « Hukum Nasional (KRHN)

Ketua delegasi dekan-dekan » Kontras
Fakultas Hukum se-Daerah - -
Istimewa Yogyakarta ke » Indonesia Corruption
DPR RI untuk Watch
menyampaikan pokok- » 2009

pokok pikiran tentang RUU
Penanggulangan Keadaan
Bahaya pada 1999.
1998-2000 «
Menjadi anggota Dewan
Kode Etik Ikadin Yogyakarta.
2000-2005 <
Anggota Dewan Etik ICM
Yogyakarta.
2005-2010 «
Ketua Komisi Yudisial.

Panitia Seleksi Calon Hakim
ad hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.

Sumber: Komisi Yudisia/Tim Riset/ Grafis: CAKSONO
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dan Hanura. Anggota Komisi
III dari F-Partai Hanura Sya-
rifuddin Sudding, condong
memilih Bambang.

Tidak Solid

Tidak semua anggota sekber
solid. Anggota Komisi III dari
F-Partai Golkar Bambang Soe-
satyo cenderung memilih Bam-
bang Widjojanto karena dinilai
bukan titipan pemerintah.

Adapun Fahri Hamzah dari
F-PKS pesimistis kedua calon
itu mampu membawa KPK in-
dependen dari intervensi. Fahri
mempertanyakan pencoretan
Jimly. PKS disebut-sebut con-
dong ke Jimly.

Anggota Pansel Calon Pim-
pinan KPK Rhenald Kasali
mengemukakan Busyro dan
Bambang dipilih karena yang
paling siap. Keduanya tidak
akan mundur jika tidak dipilih
menjadi Ketua KPK.

Itu berbeda dengan Jimly dan
Melly yang hanya siap menjadi
Ketua KPK dan akan mundur
jika tidak terpilih menjadi ke-
tua. “Pemilihan ketua kan di-
tentukan oleh para pimpinan
KPK, bukan pansel,” kata ang-
gota pansel Basrief Arief. (CC/
AO/*[X-7)

mario@mediaindonesia.com
Berita terkait him 3

Sepanjang 200 Kilometer Alami Penyempitan

PENGANTAR:

KELANCARAN dan keamanan dalam perjalanan ditentukan juga

oleh sejauh mana pengetahuan
si pemudik tentang jalan yang
akan dilaluinya. Berikut laporan

pemantauan Tim Ekspedisi Ramadan
2010 tentang jalur pantura Semarang-

Tuban.

MESKI padat lalu lintas, ja-
lur pantura Semarang-Tuban
yang notabene jalan nasio-
nal antarprovinsi, mengalami
penyempitan sepanjang 200
kilometer.

Tidak hanya penyempitan,
kerusakan jalan juga terlihat
di ruas jalur pantura dari barat
yang menghubungkan Kota
Semarang, Jateng-perbatasan
Kabupaten Tuban, Jatim.

Kondisi diperparah dengan
banyaknya tumpukan material
bangunan pelebaran jalan dan

EKSPEDRISI

12

per -
baikan

jembatan di sejumlah titik.
Kenyataan itu mengharuskan
para pengguna jalan yang hen-
dak melintas di jalan ini ekstra
hati-hati.

Kondisi yang sama juga terja-
di di ruas jalur provinsi yang
menghubungkan Kabupaten
Tuban dengan Kabupaten Bojo-
negoro sepanjang sekitar 40
km.

Selain mengalami penyem-
pitan, pada sejumlah titik jalur
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PERBAIKAN JEMBATAN: Pekerja tengah menyelesaikan proyek
perbaikan jembatan dan pelebaran jalan di ruas jalan antara Pati dan
Rembang, Jawa Tengah, kemarin.

alternatif pantura ini juga
bergelombang dan berlubang.
Pada ruas jalan raya Pandang-

an-Lasem, Rembang, Jateng,
misalnya, sekitar 500 meter ada
tumpukan material bangunan

yang diletakkan pada bahu
kanan dan kiri jalan.

Bahan bangunan itu akan
dipergunakan untuk pelebaran
sekitar 1,5 meter ruas jalan, te-
patnya di Km 19-18 arah Lasem.
Kondisi makin parah terjadi
saat puluhan truk pengangkut
batu kapur masuk jalur pantura
tanpa memasang penutup un-
tuk keamanannya.

Adi Sarminto, 37, salah satu
pengguna jalan mengeluhkan,
bagi jalan kelas nasional yang
padat lalu lintas kondisi jalan
tersebut sangat mengganggu.

Menurutnya, jalur pantu-
ra yang vital seharusnya di-
buat nyaman. “Jelas tidak la-
yak. Karena jalur ini tidak saja
menghubungkan antarkabu-
paten. Tapi, ini ruas jalur an-
tarprovinsi,” ungkapnya. (M
Ahmad Yakub / X-6)

EDITORIAL

Harapan pada
Bambang dan Busyro

PANITIA Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi akhirnya mengajukan Bambang Widjojanto dan Busyro
Mugqoddas sebagai kandidat Ketua KPK. Keduanya tersaring
dari tujuh kandidat yang telah menjalani seleksi panjang.
Antara lain, Jimly Asshiddiqie.

Jimly pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia mundur dari MK karena tidak terpilih lagi menjadi Ketua
MK. Ia kalah suara dari Mahfud MD.

Jimly pun mengincar posisi Ketua KPK. Dalam wawancara
dengan panitia seleksi, Jimly menyatakan hasratnya hanya
menjadi Ketua KPK dan akan mundur jika tidak menjadi ke-
tua.

KPK membutuhkan orang yang berani memberantas korupsi.
Bukan orang yang tanpa malu-malu hanya mengincar jabatan
Ketua KPK. Orang yang mengincar jabatan biasanya lebih me-
ngedepankan status daripada fungsi. Di tangan orang seperti

itu, KPK dijamin mandul.

Dari sedikit orang bersih di
Justru karena

negeri ini, terpilihnya Bambang
dan Busyro memberi harapan
baru. Keduanya dikenal berani,
berintegritas, jujur, dan punya
kapabilitas serta kompetensi di
bidang hukum. merupakan Iembaga
Bambang adalah pembela
Bibit Samad Rianto dan Chan- Sementara’ KPK
wajib hukumnya
diberi kewenangan
permanen untuk
memberantas
korupsi hingga ke
akar-akarnya secara

dra Hamzah, dua pemimpin
KPK yang dikriminalisasikan
cepat dan tepat.”

permufakatan jahat. Busyro
adalah Ketua Komisi Yudisial
yang antara lain membongkar
beroperasinya mafia hukum di
kalangan hakim perkara Gayus
Tambunan.

Tantangan bagi Bambang dan
Busyro tidaklah ringan. Mereka
harus menyelesaikan perkara-
perkara kakap, seperti kasus Century, cek pelawat, hingga
rekening tambun sejumlah perwira polri.

Karena beratnya tugas KPK, lembaga ini harus memiliki
kewenangan permanen. Kita perlu menekankan perkara
kewenangan permanen itu karena, baru-baru ini, dalam
pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, Fraksi
Partai Golkar menyebut KPK adalah lembaga sementara yang
kewenangannya juga bersifat sementara.

Sungguh argumen Fraksi Golkar itu sesat adanya. Justru
karena merupakan lembaga sementara, KPK wajib hukumnya
diberi kewenangan permanen untuk memberantas korupsi
hingga ke akar-akarnya secara cepat dan tepat.

Persoalan selanjutnya yang menghadang proses seleksi pim-
pinan KPK adalah masa jabatan. DPR menginginkan jabatan
pimpinan KPK yang kini dalam proses seleksi hanya satu ta-
hun, melanjutkan masa kepemimpinan Antazari Azhar. Akan
tetapi, panitia seleksi menginginkan masa jabatan pimpinan
KPK empat tahun.

Undang-Undang KPK menyebut masa jabatan pimpinan
KPK empat tahun. Undang-Undang KPK tidak mengenal isti-
lah melanjutkan masa jabatan. Oleh karena itu, kita mendukung
panitia seleksi yang menginginkan masa jabatan pimpinan KPK
yang sedang dalam proses seleksi ini adalah empat tahun.

Lagi pula, buat apa buang waktu hanya untuk mencari
ketua baru, sementara korupsi bukan berkurang, melainkan
mengganas?

Anda ingin menanggapi "Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com
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PAUSE
Gaya Hidup dan Nokturia

SERINGKAH tidur Anda terganggu karena terbangun di te-
ngah malam untuk buang air kecil? Kalau ya, Anda berarti ter-
kena masalah buang air yang disebut nokturia. Namun, Anda
tidak risau karena sederhana saja untuk mengatasinya.
Penelitian di New York, AS, menemukan bahwa gaya hidup
yang terbebas dari alkohol dan narkoba dapat menurunkan
risiko nokturia. Sebaliknya, semakin banyak orang mengon-
sumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, serta pola hidup yang
tidak teratur dapat meningkatkan risiko penyakit tersebut.
Menurut penelitian itu, ternyata dampak nokturia sangat
serius. Antara lain dapat menyebabkan kelelahan dan depresi
bagi penderitanya, bahkan bisa meningkatkan gangguan
pencernaan dan risiko penyakit jantung. (Reuters/*/X-5)
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POLITISI DI BALIK
GRASI: Anggota
Komisi Il DPR dari
Fraksi PDIP Gayus
Lumbuun (kanan)
bersama anggota
DPD Bambang
Soeroso (tengah)
dan Ketua Fraksi
PD Jafar Hafsah
berbicara dalam
dialektika demokrasi
dengan tema Politisi
di balik grasi sampai
usulan amandemen
UUD 45 di Gedung
Parlemen, Senayan,

kemarin.
MI/RAMDANI

KPU Desak Moratorium

Putusan Sengketa Pemilu Kad

KPU tak sepakat MK memperluas
wewenangnya secara sepihak tanpa
ada payung hukum yang jelas.

Maria Jeanindya

OMISI Pemilihan

Umum (KPU) me-

mandang perlunya

kajian payung hu-

kum baru sebagai dasar bagi

Mahkamah Konstitusi (MK)

dalam memutuskan perkara

perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU).

Hal itu disampaikan salah

seorang komisioner KPU |

Gusti Putu Artha dalam diskusi

bertema Mengurai berbagai kele-

berani lakukan terobosan-te-
robosan dalam putusan mereka
yang justru menimbulkan per-
soalan baru di lapangan,” ujar
Putu, kemarin.

la menjelaskan dua landasan
hukum yang kerap digunakan
MK untuk membenarkan per-
luasan wewenangnya adalah
Peraturan MK (PMK) No 15
tentang Pedoman Beracara da-
lam Perselisihan Hasil Pemilu
Kada dan PMK No 17 ten-
tang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pilpres.

Keduanya, menurut Putu,

mahan pemilu kada dan solusinyatak cukup kuat untuk menjadi

di Gedung Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu), Jakarta, ke-
marin sore.

“Catatan kritis kita (KPU),
ada kecenderungan MK makin

landasan putusan MK selama
ini. “Terobosan apa pun yang
sedang dilakukan MK harus
dihentikan sambil menunggu
aturan yang lebih jelas. Hukum

CPDHMA
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ditembuskan DPRD Kobar
kepada Gubernur Kalteng
yang diteruskan pada Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) dan
KPU pusat.

Namun, hingga masa jabat-
an Bupati Kobar habis pada
3 Agustus 2010, belum ada
juga sikap dari KPU pusat.
Mendagri hanya menambal
kekosongan pemimpin dengan
menunjuk sekretaris daerah.

Belum lama berselang, kursi
Ketua DPRD Kobar Subahagio
digoyang melalui surat kepu-
tusan DPP Partai Demokrat
karena tidak mengikuti putus-
an MK. Begitulah gambaran
pemerintahan di Kobar yang
menjadi seperti benang kusut.

Dirahasiakan

Ironisnya, respons KPU pusat
tidak kalah membingungkan.
Meski sempat menyatakan
telah mengambil keputusan,
KPU memilih untuk bungkam
dan merahasiakan putusan

tersebut dari publik. “Ya, nanti.
Mudah-mudahan minggu de-
pan sudah bisa ada keputusan-
nya,” ucap Putu singkat.
Sebelumnya, desakan agar
KPU segera bersikap tak hanya
dilontarkan Mendagri, tetapi
juga oleh Menteri Koordinator
Politik Hukum dan Keamanan
Djoko Suyanto. “Semua pihak
sepakat untuk menyerahkan
masalah ini ke KPU,” pungkas
Mendagri Gamawan Fauzi.
Secara resmi, DPRD Kobar
juga telah melayangkan surat
pada Mendagri untuk meminta
kepastian terkait dengan pelan-
tikan bupati de Pnitif di Kobar.
Dikhawatirkan, kevakuman
pemerintahan yang terjadi
berimbas negatif pada kelan-
jutan pembangunan di Kobar.
“Surat tersebut sudah kami
ajukan satu minggu yang lalu,”
ujar Wakil Ketua DPRD Kobar
Nurhidayah. (AT/P-4)

maria@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

PENGANTAR

ALIH-ALIH meminta maaf atas penangkapan dan perlakuan buruk ter-
hadap tiga petugas Kelautan dan Perikanan Indonesia, Malaysia malah
menantang.

Pemerintah negeri jiran itu menyatakan mereka mulai kehilangan ke-
sabaran atas perilaku sejumlah warga Indonesia terhadap kedutaan besar
dan warga Malaysia di Indonesia.

Mereka mengancam akan mengeluarkan larangan berkunjung ke Indo-
nesia. Berbagai tanggapan pembaca disampaikan melalilediaindonesia.
com, facebook Harian Umum Media Indonesiadan e-mail interupsi@
mediaindonesia.com. Berikut petikannya.

Tampak Kebetulan?

MALAYSIA berani karena dia under protectoraténggris yang
merupakan planet dari Amerika Serikat. Tak perlu pemerintah
resminya yang mengharu biru Indonesia. Secara diam-diam orang
upahan (bukan aparat negara) pemerintah Malaysia menggeser
tanda batas teritorial di Kalimantan masuk ke wilayah Indonesia.
Sekarang tampak secara kebetulan menangkap tiga anggota DKP
Indonesia. Peristiwa Ambalat seperti suatu kecelakaan dan reda

FJ Karto

aana datangnya tentara Amerika berlatih di Indonesia. Jadi??

Sangat Disayangkan

MALAYSIA hanya menunjukkan sikap pertahanan terhadap
harga diri bangsa. Sementara itu, pemerintah kita yang tidak
melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini.
Sangat disayangkan.

Martina Haerunisa Lubis

Diam bukan lagi Emas

BERKALI-KALI dihina kok tetep diam saja. Sekarang itu bukan
zamannya diam berarti emas. Bagi saya tak ada lagi istilah silence
is golden.

Ndorobejo

Sudah Habis Kata

SAYA tidak tahu harus berkata apa.... karena aparat negaraku
yang sangat tuli...
Labora Marbun Bn

Pemuda Siap Berjihad

KALAU genderang perang sudah dimulai, kita lihat siapa yang
mau memulai duluan? Seandainya perang merupakan solusi ter-
baik pemerintah Indonesia, kami pemuda Indonesia siap membela
Tanah Air kembali. Semoga perjuangan kami merupakan jihad
kami demi membela bangsa dan negara.

Mas Wino Yn

Hak Interpelasi Segera Beredar

KETIDAKTEGASAN peme-

rintah dalam menangani per-

seteruan dengan negara jiran
Malaysia membuat sejumlah
anggota DPR geram, termasuk
mengajukan hak interpelasi.

“Saya dengan teman-teman
akan mengajukan hak interpe-
lasi. Masalah dengan Malaysia
ini, Presiden penanggung-
jawabnya,” ungkap anggota
Komisi | DPR dari F-PKB Lili
Chodidjah Wahid di Jakarta,
kemarin.

Menurutnya, gagasan itu
telah didukung beberapa ang-
gota dewan yang tergabung
dalam Kaukus Perempuan
Parlemen.

Anggota Komisi IX DPR
dari F-PDIP Rieke Diah Pita-
loka menambahkan, untuk
tahap pertama, usul interpelasi
digulirkan di antara anggota
Kaukus Perempuan Parlemen
dan kemudian kepada anggota
DPR lain.

Hak interpelasi adalah hak
anggota DPR untuk meminta
keterangan kepada pemerintah.
Berdasarkan Pasal 173 Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, pengajuan hak interpe-
lasi harus diusulkan paling
sedikit oleh 25 anggota DPR
dan lebih dari satu fraksi.

Menurut Lili, sedikitnya
ada dua persoalan yang ha-
rus dipertanyakan. Pertama,
mengenai penangkapan tiga
personel Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Republik
Indonesia oleh Malaysia di
perairan Tanjung Berakit pada
13 Agustus 2010.

la menyayangkan sikap pe-

MI/M IRFAN

PERSOALAN PERBATASAN: Anggota DPD Kepulauan Riau Aida Ismeth (kiri) bersama Dirjen Pemerintahan
Umum Kementerian Dalam Negeri Sutrisno berbicara dalam dialog interaktif dengan tervdengapa persoalan
perbatasan tak kunjung usai, di Gedung Parlemen, Senayan, kemarin.

merintah yang tidak tegas
terhadap Malaysia dan mem
barter tiga personel itu dengan
tujuh nelayan yang tertangkap
sedang menangkap ikan di
wilayah perairan Indonesia.
Padahal, kata dia, tujuh nelayan
yang tertangkap seharusnya
diproses secara hukum.
Kedua, mengenai tenaga ker-
ja Indonesia (TKI) yang kerap
mendapat perlakuan tidak
manusiawi hingga ancaman
dihukum mati. “Masalah TKI
sudah terjadi bertahun-tahun.
Solusinya tidak kunjung ada.”
Sementara itu, Ketua F-PD

Jafar Hafsah menolak wacana
interpelasi. “Terlalu dini.”
Peneliti Lembaga llmu Pe-
ngetahuan Indonesia (LIPI)
Indria Samego menyayangkan

Belum terlambat

bagi Presiden untuk
mengingatkan PM
Malaysia agar jangan
memberi pendapat
berlebihan.”

Indria Samego
Peneliti LIPI

Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono yang tidak segera turun
tangan untuk mengatasi perso-
alan hubungan antarnegara.

“Belum terlambat bagi Presi-
den untuk mengingatkan PM
Malaysia agar jangan memberi
pendapat berlebihan,” tukas-
nya.

Diskusi DPD itu juga meng-
hadirkan anggota DPD Kepri
Aida Ismeth. (Mar/Din/P-1)




